BAB IV
MEKANISME PEMBIAY AAN MUSYARAKAHKONSTRUKSI
PADA BANK BTN SYARI’AH CABANG SURABAYA DALAM

HUKUM ISLAM

Berdasarkan uraian tentang mekanisme produk pembiayaan musyarakah
konstruksi BTN Syari’ah pada Bank BTN Syari’ah cabang Surabaya pada bab
sebelumnya secara panjang lebar, maka dalam bab ini akan fokus membahas
bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme pembiayaan musyarakah pada
produk pembiayaan musyarakah konstruksi BTN Syari’ah di Bank BTN Syari’ah
cabang Surabaya.

Pada hakikatnya pembiayaan musyarakah konstruksi di Bank BTN Syari’ah
cabang Surabaya sangat membantu bagi siapa saja yang ingin mengembangkan
usahanya dibidang pembangunan (proyek perumahan), baik pengembang itu dalam
bentuk perseroan terbatas, koperasi, CV, atau perorangan. Pada Bank Syari’ah,
fasilitas pembiayaan musyarakah ini dilakukan dengan system patungan modal
berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh nasabah dan Bank disaat melakukan akad
perjanjian menurut konsep syari’ah. Begitu juga dengan keuntungan (nisbah) atau
kerugian yang diperoleh harus dinyatakan dengan jelas ketika akad. Kalaupun
untung, maka keuntungan itu harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk
menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketikan

penghentian musyarakah dan system pembagiannyapun harus tertuang dengan jelas
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dalam akad. Namun kalaupun mengalami kerugian, maka kerugian itu harus dibagi
antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.’

Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia (DSN-
MU, obyek akad dalam bermusyarakah itu mencakup 4 hal yaitu modal, kerja,
keuntungan, dan kerugian. Yang mana keempat hal tersebut harus dibicarakan
dengan matang ketika akad perjanjian, Dan andekan dalam beroperasional terjadi
persengketaan antar para pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah,
maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah.”

Produk pembiayaan musyarakah konstruksi pada Bank BTN Syari’ah cabang
Surabaya merupakan pembiayaan modal kerja untuk pembanguman proyek
perumahan kepada pengembang atau Developer, dimana masing-masing pihak
menyertakan modal dengan berbagai keuntungan menurut nisbah yang disepakati
dan resiko kerugian usaha sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing,
baik itu mulai dari biaya pembangunan konstruksi rumah sampai dengan Finishing
maupun sampai biaya prasarana dan sarana.’

Sebagaimana yang sudah diketahui pada bab sebelumnya. Bahwa pihak Bank
adalah pihak pertama sebagai penyedia modal yang diperlukan dan nasabah adalah
pihak kedua sebagai penggerak usaha (mudarib), maka ketika usaha sedang berjalan

keduanya harus saling berbuat adil dan tidak saling berbuat zalim terhadap harta

; Fatwa dewan syari'ah nasional (DSN) No. 8/DSN-MUI/IV/2000
Ibid
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Dari kaidah terscbut mengandung pengertian bahwa serikat yang dilakukan
oleh kedua belah pihak harus menciptakan suatu kemaslahatan bersama, sehingga
tidak merugikan salah satu pihak.

Pembiayaan musyarakah konstruksi —merupakan pembjayaan yang
menggunakan akad musyarakah atau dalam referensi hukum Islam biasa dikenal
dengan istilah syirkah. Sedangkan definisi syirkah sendiri jika dilihat dari kaca mata
Figh muamalah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang
keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama Dan ketika melakukan kerja
sama (berserikat) kedua belah pihak tidak boleh berbuat khianat (menyalahi syarat
sahnya perjanjian). Hal ini sesuai dengan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu

Dawud, Nabi saw bersahda :
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“Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak
khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain,
maka keluarlah aku darinya”

Dalam Islam aturan yang sistematis sangat dihargai, terlebih dalam transaksi
atau akad yang masih dalam proses penyelesaian. Kalau menilik kembali aplikasi
operasionalisasi pembiayaan musydrakah konstruksi pada Bank BTN Syari’ah
cabang Surabaya yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, baik itu dari

segi sistemnya, syarat dan ketentuannya, prosedur pelaksanaan, akad perjanjiannya,

4 Hendi Suhendi, Figh Mu’amalah, h. 127
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maupun ketentuan nisbah bagi hasilnya. Menurut penulis dalam semuanya itu tidak
ada ketimpangan dalam beroperasi.

Syirkah sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Dalam bab I telah
dijelaskan bahwa musyarakah secara global terbagi dua yaitu syirkah al-Amlak dan
syirkah al-‘Uqud. Syirkah al-Amlak terbagi dua bentuk, yaitu syirkah al-Jabr dan al-
Ikhtiyar, Sedangkan syirkah al-‘Uqud terbagi menjadi lima macam yaitu syirkah al-
‘Inan, syirkah al-Mufawadah, syirkah al-Wijub, syirkah al-‘Abdan, dan syirkah al-
Mudarabah. Yang mana dari masing-masing dan macam musyarakah tersebut
memiliki kriteria yang tidak sama.

Seperti halnya pada Bank BTN syari’ah pada produk pembiayaan, tepatnya
pada produk pembiayaan musyarakah konstruksi yang penulis teliti ini menerapkan
konsep musyarakah al-‘Uqud, Bank BTN menerapkan musyarakah al-‘Uqud karena
kerja sama yang dipraktekkan tersebut selalu diawali dengan transaksi atau
perjanjian. Berbeda dengan syirkah al-Amiak yang kerjasamanya tanpa diawali
dengan adanya transaksi atau perjanjian terlebih dahulu.

Begitu juga dengan pembiayaan musyarakah konstruksi, sebelum
merealisasikan usaha proyek pembangunannya, maka terlebih dahulu si nasabah
mengajukan permohonan kepada pihak Bank. Setelah itu baru pihak keduanya
mengadakan perjanjian-perjanjian (ketentuan yang harus dipenuhi nasabah) sesuai
dengan kesepakatan. Dan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak terscbut

tidak boleh dilanggar, kalaupun dilanggar oleh salah satu pihak maka perjanjian



tersebut batal demi hokum, karena sudah menyalahi praktek aturan substansi akad
pembiayaan musyarakah konstruksi yaitu akad musyarakah. Hal ini sesuai dengan

kaidah ushul figh yang berbunyi :
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“Apa yang disyarstkan dengan beberapa syarat, salah satu syarat tidak ada maka
tidak ada sesvatu itu’.

Dari kaidah di atas mengandung pengertian bahwa dalam suatu perjanjian
antara kedua belah pihak maka terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh
kedua belah pihak. Dan apabila salah satu rukun atau syarat dari perjanjian itu tidak
dipenuhi, maka perjanjian tersebut menjadi tidak ada atau tidak sah.

Meninjau dari sistem operasionalnya, terutama dari segi sistem bagi hasil dan
akad perjanjiannya, penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa syirkah yang
diterapkan pada pembiayaan musyarakah konstruksi di Bank BTN syari’ah cabang
Surabaya adalah syirkah al-‘Uqud jenis ‘Inan. Karena melihat pengertiannya yang
sesuai dengan system yang diterapkan dalam pembiayaan musyarakah di Bank BTN
syari’ah. Lebih-lebih pengertian yang diutarakan oleh A.A. Islahi dalam bukunya

“konsepsi ekonomi Ibnu Taimiyah, yaitu syirkah al-‘Inan adalah persekutuan atau

modal keuntungan yang mereka peroleh sesuai dengan kesepakatan bersama.’
Ulama’ figh juga sepakat membolehkan syirkah jenis al-‘Inan ini. Hanya saja

mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya. Perkongsian ini

5 A.A. Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyyah, h. 194
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banyak dilakukan oleh manusia karena didalamnya tidak disyaratkan adanya
kesamaan dalam modal dan pengolahan (¢zsarruf). Bolch saja modal satu orang lebih
banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang
bertanggung jawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama
dan dapat juga berbeda, tergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai
dengan syarat transaksi. Hanya saja kerugian didasarkan pada modal yang diberikan.
Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi :
gt ).» gy M,MJ La6 L c.);

“I aba didasarkan pada persyaratan yang ditetapkan kedua, sedangkan kerugian atau
pengeluaran didasarkan kadar harta kedvanya™

Jadi sebagaimana yang telah diuraikan pada bab II mengenai konsep
musyarakah atau syirkah, maka dalam pembiayaan musydrakah konstruksi yang
terdapat pada Bank BTN syari’ah cabang Surabaya secara keseluruban
mekanismenya sesuai menurut hukum Islam. Karena sudah sesuai juga dengan
unsur-unsur syirkah, yaitu :
a. Adanya perkongsian atau perserikatan antara dua pihak atau lebih.
b. Adanya kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan materi.
c. Adanya pembagian laba atau rugi secara proposional sesuai dengan perjanjian.

d. Tidak menyimpang dari hukum Islam.



